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 Namun gagasan ini sampai sekarang belum matang dan karena itu belum atau tidak 
dilaksanakan. Jadi sampai saat ini SPP tetap masih sebagai gagasan.

2.  Pelaku-pelaku Ekonomi 

 Kalian masih ingat pembicaraan kita beberapa waktu yang lalu? Pada bab sebelumnya 
kita pernah mempelajari pelaku-pelaku kegiatan ekonomi. Secara garis besar para pelaku 
ini dikategorikan menjadi empat sektor, yakni rumah tangga atau para konsumen (RTK), 
produsen (RTP), pemerintah, dan sektor luar negeri. Keempat pelaku ini pun ada dalam 
sistem perekonomian di Indonesia.

a. Rumah tangga Konsumen

 Yang dimaksud adalah seluruh rumah tangga yang tersebar dari pelosok-pelosok desa 
sampai dengan yang bermukim di kota-kota besar. Dari yang kaya raya sampai dengan yang 
melarat miskin tidak punya apa-apa. Mereka adalah pelaku ekonomi yang utama karena 
rumah tangga konsumen meminta barang dan jasa dari pasar barang dan jasa (output). Untuk 
itu kita harus mengkonsumsi atau membeli barang dan jasa. Rumah tangga ikut menentukan 
barang apa yang akan diproduksi. Kegiatan ini juga merupakan kegiatan ekonomi. Maka 
tidak aneh kalau rumah tangga kita termasuk salah satu pelaku ekonomi. Rumah tangga 
konsumen juga menawarkan tenaga kerja, tanah, kapital, dan kewirausahaan. 

Gambar 14.13. Gambar sebelah kiri mewakili rumah tangga konsumen (RTK), dan sebelah kanan 
menunjukkan kegiatan rumah tangga produsen (Sumber : http://www.flickr.com )

b. Rumah tangga Produsen

 Yang dimaksud adalah seluruh ’rumah tangga’ atau kegiatan ekonomi yang dibentuk 
oleh pengusaha atau wirausahawan dengan tujuan mencari laba dengan cara menggabungkan 
tenaga kerja (sumber daya manusia), modal, dan tanah atau sumber daya alam untuk 
menghasilkan barang dan jasa. Mereka menjalankan fungsi produksi atau bertindak sebagai 
produsen baik secara perorangan maupun secara kolektif atau terorganisasi.    
 Produsen akan mengelola usahanya dengan beberap acara atau bentuk seperti perusahaan 
perorangan (PO), berpartner, misalnya CV, firma, atau akan membentuk perseroan (PT). 
Usaha perseorangan merupakan bentuk yang paling sederhana. Ini adalah usaha/perusahaan 
yang dimiliki hanya oleh satu orang. Contohnya adalah petani, seorang dokter, tukang listrik, 
dan sebagainya. Yang kedua adalah berpartner atau partnership. Ini bentuk usaha yang 
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melibatkan dua orang atau lebih individu untuk menyertakan sumber daya mereka dengan 
tujuan mencari laba. Sedangkan yang ketiga adalah PT atau  corporation. Kepemilikannya 
biasanya ditandai dengan penerbitan saham.

Gambar 14.14. Salah satu dari tiga bentuk pengelolaan usaha yakni usaha perseorangan atau usaha yang 
dimiliki oleh satu orang/sendiri. Dalam sistem perekonomian Indonesia, pedagang kaki lima 

termasuk dalam sektor informal (Sumber : www.ioc.u-tukyo.ac.id )

 Dari sisi yuridis atau hukum yang berlaku di Indonesia, kita dapat membedakan 
produsen menjadi :
1) Badan Usaha Milik Swasta (BUMS) seperti: Perorangan (Po), Persekutuan Firma (Fa), 

Persekutuan Komanditer (CV), Perseroan Terbatas (PT), dan Yayasan.
2) Badan usaha milik negara (BUMN) seperti: Perusahaan Jawatan (Perjan), Perusahaan 

Umum (Perum), dan Perusahaan Perseroan (Persero) atau PT Persero.
3) Koperasi
 Dalam sistem perekonomian di Indonesia,  tiga kelompok produsen atau badan usaha 
ini sering disebut sektor formal. Sedangkan yang disebut sebagai sektor informal atau yang 
tidak memiliki legalitas secara yuridis, terutama adalah usaha-usaha perorangan seperti 
pedagang kaki lima, pedagang asongan, dan sebagainya. 
 Secara terinci, peran badan usaha dan perusahaan dalam perekonomian nasional dapat 
disebutkan antara lain:
a. Sebagai produsen barang dan jasa yang dibutuhkan oleh masyarakat.
b. Sebagai sumber penghasilan atau pendapatan masyarakat, karana perusahaan dan badan 

usaha merupakan mata pencaharian bagi sebagian besar penduduk kita.
c. Sebagai sumber pendapatan negara, baik dalam bentuk laba (dari Badan Usaha Milik 

Negara), maupun pajak (dari Badan Usaha Milik Swasta.)
d. Sebagai pendukung pembangunan perekonomian nasional.

c. Pemerintah

 Sebagai rumah tangga ekonomi, pemerintah menghadapi persoalan bagaimana 
pemerintah dapat menjalankan fungsi dan tugasnya terutama menyejahterakan rakyat 
dengan menggunakan sumber daya seefisien mungkin. Hasil produksi pemerintah sebagian 
besar berupa barang dan jasa untuk kepentingan umum (public goods and services). Barang 
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dan jasa seperti ini tidak dijual. Misalnya jalan raya, jembatan, berbagai fasilitas umum dan 
fasilitas sosial, keamanan, dan sebagainya. Akan tetapi, pemerintah juga menghasilkan 
barang-barang yang dijual melalui pasar seperti yang dilakukan oleh BUMN. 
 Mengapa pemerintah harus ikut campur, atau dimasukkan dalam kategori sebagai 
pelaku ekonomi ? Dalam sistem perekonomian yang berlaku di Indonesia, banyak kegiatan 
ekonomi yang diserahkan pada mekanisme pasar atau sistem kapitalisme. Dalam kondisi 
ini, sering terjadi pasar tidak berfungsi seperti yang diharapkan. Misalnya, kenaikan harga 
kedelai dan minyak goreng yang tidak terjangkau oleh masyarakat kecil. Atau barang tertentu 
dihasilkan terlalu sedikit sedangkan barang lain dihasilkan terlalu banyak. Pada keadaan 
semacam ini campur tangan atau peranan pemerintah menjadi sangat diperlukan.
 Pemerintah mempunyai peranan yang sangat penting dalam sistem perekonomian 
Indonesia. Peran pemerintah antara lain : 
1) Membuat peraturan perundang-undangan untuk mengatur sekaligus bertindak sebagai 

pelaksana.
2) Menjamin persaingan yang sehat
3) Meningkatkan distribusi pendapatan
4) Mengurangi pengangguran, pertumbuhan ekonomi, dan  menjaga stabilitas harga.

Gambar 14.15. Salah satu tugas pemerintah adalah menyediakan barang dan jasa untuk kepentingan publik. 
Jembatan KA Cisomang yang menghubungkan Jakarta-Bandung antara Stasiun Cisomang dan Stasiun 

Cikadondong di Kabupaten Purwakarta, Jawa Barat (Sumber : www.kkppi.gho.id ). 

d. Luar negeri

 Pada zaman sekarang ini, lebih-lebih di negara berkembang seperti Indonesia, tidak 
dapat dihindari adanya pengaruh  keadaan luar negeri terhadap kegiatan ekonomi di dalam 
negeri. Contohnya, apa yang terjadi dalam perekonomian di negara-negara maju seperti 
Amerika Serikat dan Jepang sedikit banyak ada pengaruhnya terhadap perekonomian di 
Indonesia. 
 Sektor luar negeri  terdiri atas rumah tangga, perusahaan, dan pemerintah negara-negara 
di dunia ini, mulai dari negara tetangga yang paling dekat seperti  Malaysia dan Brunei 
Darusalam sampai negara yang paling jauh, negara yang paling kecil sampai negara yang 
paling besar, negara kaya sampai negara miskin. 
 Rumah tangga, perusahaan-perusahaan, maupun pemerintah luar negeri mempunyai 
efek yang signifikan pada apa yang kita konsumsi dan kita produksi. Hasil produksi kita 
sebagian disalurkan kepada mereka, di samping untuk memenuhi permintaan pembeli di 



Ilmu Pengetahuan Sosial Kelas VIII204

dalam negeri. Dengan kata lain kita mengekspor barang dan jasa ke luar negeri. Ekspor ini 
harus dibayar dengan uang atau valuta asing (devisa) menurut kurs yang berlaku. Sebaliknya, 
kita pun membeli barang dan jasa dari luar negeri atau impor. Impor ini juga harus kita bayar 
dengan vakuta asing. Jadi kita lihat bahwa arus barang dan jasa dari dalam negeri (ekspor) 
diimbangi arus masuk uang atau kredit dari luar negeri. Sebaliknya arus masuk barang dan 
jasa dari luar negeri (impor) diimbangi dengan arus uang yang mengalir ke luar negeri.

R a n g k u m a n
 Pada dasarnya ada dua bentuk sistem perekonomian yakni sistem pasar murni 
(kapitalisme-liberalisme) dan sistem komando murni Sosialisme-komunisme). Ada 
bentuk ketiga yakni sistem campuran atau transisi. Ini adalah gabungan dari aspek-
aspek positif dari kedua sistem di atas. Dalam kenyataan, hampir semua negara di 
dunia ini mengadopsi sistem campuran ini.
 Indonesia mempunyai cita-cita menerapkan sistem demokrasi ekonomi berdasarkan 
Pasal 33 Undang-undang Dasar 1945 yang diamandemen. Cita-cita ini pernah dijabarkan 
dalam sebuah konsep yang disebut Sistem Perekonomian Pancasila (SPP). 
 Sistem perekonomian di Indonesia saat ini ditopang oleh empat pelaku pokok yakni 
rumah tangga konsumen, rumah tangga produsen, pemerintah, dan luar negeri. Para 
produsen dibedakan menjadi Badan Usaha Milik Swasta, Badan Usaha Milik Negara, 
dan Koperasi. Ketiganya disebut sektor formal. Ini jauh berbeda dengan sektor informal 
yang biasanya tidak memiliki legalitas yuridis seperti pedagang kaki lima, asongan, dan 
sebagainya. 

L a t i h a n
A.  Lengkapilah pernyataan di bawah ini dengan mengisi titik-titik yang ada, sehingga 

menjadi pernyataan yang benar.

1. China merupakan salah satu contoh negara yang menerapkan sistem perekonomian ....
2. Rumah tangga dikatakan sebagai pelaku ekonomi yang utama karena ....
3. BUMN termasuk dalam kategori pelaku ekonomi dari sektor ....
4. Hubungan antara empat pelaku ekonomi lebih bersifat ....
5. Petani, dokter, dan usaha-usaha yang dikelola dan dimiliki sendiri, merupakan contoh 

dari bentuk perusahaan ....

B.  Pilihlah salah satu jawaban yang kamu anggap paling benar, dengan cara melingkari 
huruf di depan alternatif jawaban yang tersedia.

1. Salah satu ciri yang menonjol pada sistem perekonomian komando atau sosialisme-
komunisme adalah :
A. Tidak ada pasar bebas
B. Peran mekanisme pasar sangat menonjol
C. Campur tangan pemerintah dibatasi seminimal mungkin
D. Hak milik pribadi dijamin dan dilindungi pemerintah
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2. Sistem perekonomian di Indonesia dalam kenyataannya adalah :
A. Sistem ekonomi campuran
B. Sistem Perekonomian Pancasila
C. Sistem Ekonomi Kerakyatan
D. Sistem Kapitalisme

3. Sistem perekonomian tiap-tiap negara tidak sama karena sistem ekonomi :
A. Identik dengan sistem pemerintahan.
B. Mempunyai tujuan yang berbeda
C. Mencerminkan perbedaan cara menyelesaikan  masalah perekonomian
D. Tergantung ideologi politikny

4. Demokrasi ekonomi berarti …
A. Pemerintah mengarahkan semua kegiatan ekonomi masyarakat
B. Pemerintah mengontrol kegiatan para pelaku ekonomi
C. Masyarakat berperan aktif dalam kegiatan ekonomi bersama pemerintah 
D. Masyarakat menentukan sendiri apa dan bagaimana barang dan jasa diproduksi

5. Salah satu peran pemerintah sebagai pelaku ekonomi adalah :
A. Menyediakan  barang dan jasa publik
B. Menentukan harga sembako
C. Belanja barang dan jasa ke luar negeri
D. Mendirikan sekolah-sekolah negeri dan swasta

C.   Jawablah pertanyaan berikut ini dengan ringkas tetapi jelas.

1. Jelaskan ciri-ciri sistem perekonomian pasar
2. Jelaskan ciri-ciri sistem perekonomian sosialisme.
3. Jelaskan  ciri-ciri sistem perekonomian campuran dan berilah contoh negara mana (saja) 

yang menganut sistem ini.
4. Sistem perekonomian mana yang tepat bagi Indonesia berdasarkan UUD 1945?
5. Adakah perbedaan antara SPP dan Perekonomian Rakyat ? Jelaskan dengan  kata-

katamu sendiri.
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R e f l e k s i
Cobalah kalian mengamati kehidupan perekonomian sehari-hari di lingkungan 
sekitarmu. Mungkin sampai tingkat desa atau kecamatan. Bedakan dengan suasana 
kehidupan ekonomi di perkotaan. Begitu pula kalau kamu berdomisili di kota, amatilah 
situasi perekonomian kota terlebih dahulu dan bermainlah ke desa-desa sekitar. 
Tulislah dalam buku catatanmu, perbedaan dan persamaan di antara keduanya. 
Apakah ada perbedaan dalam hal sistem perekonomian? Simpulkan.
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BAB
XV

PERPAJAKAN

PETA KONSEP

Gambar 15.1. Tanah, Rumah,Mobil merupakan Obyek Pajak

Sumber: Holt Social Studies

 Pernahkah kalian mengamati karcis parkir yang kalian terima? Pada gambar di atas 
juga terlihat beberapa mobil sedang parker, entu mereka juga membayar uang parkir. Uang 
parkir termasuk salah satu jenis pajak yang kita bayarkan kepada pemerintah. Selain itu, 
pemilik gedung dalam gambar di atas juga diwajibkan membayar Pajak Bumi dan Bangunan 
(PBB) setiap tahun. Apa sebetulnya pajak itu? Mengapa kita perlu membayar pajak? Pada 
bab ini kalian akan belajar tentang perpajarkan dan di akhir materi kalian diharapkan bisa 
mendeskripsikan fungsi pajak dalam perekonomian nasional. 

Pajak
dan retribusi

Pajak
dan retribusi

Pajak
dan retribusi

Pajak
dan retribusi

Pajak
dan retribusi

Pajak
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Istilah pajak bagi kita merupakan istilah yang sering kita dengar 
dalam pembicaraan-pembicaraan di masyarakat, di dalam 
artikel-artikel di surat kabar maupun diskusi-diskusi di televisi. 
Untuk menginggatkan kembali beberapa hal yang telah kita 
ketahui, jawablah beberapa pertanyaan di bawah ini :

T u g a s  1 5 . 1
1. Pajak apa saja yang sudah kamu ketahui ?
2. Pernahkah kamu ikut membayar pajak ? (jika sudah ceritakan)
3. Mengapa kita harus membayar pajak ?
4. Jika kita menolak membayar, apa akibatnya ?

A.  PENGERTIAN PAJAK 

 Pajak sebenarnya bukan hal yang asing bagi kia karena sebenarnya sejak dahulu 
masyarakat kita sudah mengenal pajak dalambentuk upeti yang diserahkan rakyat untuk 
rajanya. Meskipun banyak orang tidak senang, namun membayar pajak bersifat WAJIB.  
Bersifat wajib karena kalau orang yang tidak membayar pajak sesuai ketentuan akan 
dikenai sanksi. Pembayar pajak tidak mendapatkan balas jasa secara langsung. Namun 
hal ini tidak berarti bahwa pembayar pajak tidak mendapat balas jasa apa-apa karena hasil 
pembayaran pajak akan digunakan untuk membiayai pengadaan barang dan jasa publik 
seperti membangun jalan, jembatan, rumah sakit,  dan membiayai pelayanan-pelayanan 
pemerintahan yang bisa dinikmati pembayar pajak setiap saat.  Dari beberapa unsur tentang 
pajak kita dapat membuat batasan untuk pajak. Pajak adalah pembayaran wajib kepada 
pemerintah yang tidak mendapat balas jasa secara langsung.
 Berdasarkan pengertian pajak tersebut, kita dapat menunjuk beberapa ciri pajak 
yaitu antara lain : merupakan iuran rakyat kepada negara, digunakan untuk membiayai 
pengerluaran negara, dipungut berdasarkan perundang-undangan, tidak ada imbalan secara 
langsung, pembayaran bersifat wajib sehingga pembayarannya dapat dipaksakan, dan dapat 
dilakukan secara bertahap maupun sekaligus.  

B.  FUNGSI PAJAK

 Untuk mengawali pembicaraan tentang fungsi-fungsi pajak, cobalah kita diskusikan 
pertanyaan-pertanyaan yang akan membantu kita untuk memperoleh pemahaman yang 
benar.
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T u g a s  1 5 . 2
1. Dari manakah pemerintah mendapatkan dana untuk membiayai kegiatan pemerintah 

yang besar itu ?
2. Jika suatu barang dikenai pajak apakah harga barang akan naik ?
3. Jika harga suatu barang naik setelah dikenai pajak, bagaimana pengaruhnya 

terhadap pembelian masyarakat ?
4. Jika yang berpenghasilan besar dikenai pajak yang besar sementara yang 

berpenghasilan kecil mendapatkan bantuan, apakah dalam hal ini pajak membantu 
menciptakan pemerataan ?

 Pemerintah memiliki beberapa sumber penerimaan, diantaranya mungkin sudah 
disebutkan dalam diskusi yang telah kamu lakukan. Berbagai sumber penerimnaan 
pemerintah saat ini adalah : pajak, laba badan usaha milik negara (BUMN), dan penerimaan 
dari sumber daya alam misalnya minyak dan gas bumi. Saat ini penerimaan utamanya berasal 
dari pajak. Jadi dalam hal ini pajak berfungsi sebagai sumber penerimaan negara.
 Dari hasil diskusi pertanyaan nomor 3, mungkin di atara 
kawan-kawanmu ada yang menjawab bahwa jika suatu barang 
dikenai pajak akan menyebabkan harga menjadi naik. Jawaban ini 
adalah jawaban yang tepat. Jadi pemerintah dapat mempengaruhi 
harga melalui pajak. Misalnya, jika pemerintah memandang 
bahwa mengkonsumsi rokok berbahaya maka pemerintah dapat 
mengurangi konsumsi rokok masyarakat dengan menaikkan 
harga dengan menerapkan pajak.
 Di sisi lain pemerintah dapat mendorong suatu kegiatan 
dengan membebaskan pajak, misalnya dalam rangka mendorong eskspor, barang-barang 
yang diekspor tidak dikenai pajak. Dari beberapa contoh di atas, pajak dapat menjadi alat 
pengatur kegiatan ekonomi.
 Orang  akan membayar pajak penghasilan menurut besar kecilnya penghasilan. Orang 
yang berpenghasilan tinggi akan membayar pajak lebih besar daripada yang berpenghasilan 
rendah. Bahkan orang yang berpenghasilan rendah akan mendapat subsisdi, misalnya subsidi 
pembelian beras untuk masyarakat miskin yang disebut dengan program raskin. Dalam hal 
ini pajak berfungsi sebagai alat untuk membantu mengurangi ketimpangan pendapatan.

C.  PENGGOLONGAN  PAJAK 

 Dari diskusi di awal bab ini kita mungkin sudah menemukan berbagai jenis pajak. Jenis 
pajak yang beraneka ragam dapat kita golongkan menjadi beberapa jenis golongan. Dasar 
penggolongan bisa beraneka ragam namun penggolongan yang paling umum biasanya 
mendasarkan pada pihak yang menarik pajak dan cara pembebanan pajaknya. 

Fungsi Pajak :
1. sumber 

penerimaan 
negara.

2. pengatur kegiatan 
ekonomi.

3. mengurangi 
ketimpangan 
pendapatan.
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1. Penggolongan berdasarkan pihak yang menarik pajak

a. Pajak Pusat

 Pajak Pusat adalah pajak yang dipungut oleh pemerintah pusat dan digunakan untuk 
membiayai rumah tangga negara. Contoh jenis pajak ini adalah Pajak Penghasilan (PPh), 
Pajak Pertambahan Nilai (PPN),  Pajak Penjualan Atas Barang Mewah (PPnBM), dan Pajak 
Bumi dan Bangunan (PBB).

b.  Pajak Daerah

 Pajak yang dipungut oleh pemerintah daerah dan digunakan untuk membiayai  rumah 
tangga daerah. Contoh jenis  pajak ini adalah Pajak Reklame, Pajak Hiburan, Pajak Kendaraan 
Bermotor, Pajak Pemanfaatan Air Tanah, pajak Penerangan dan lain-lain. Pajak daerah ini 
dapat merupakan pajak yang dipungut oleh Daerah Tingkat I Provinsi (misalnya Pajak Bumi 
dan Bangunan). Dan pajak yang dipungut oleh Daerah Tingkat II Kabupaten Kota yaitu Pajak 
Hiburan, Pajak reklame, Pajak Penerangan dan Pajak Kendaraan Bermotor.

Gambar 15.2. Sarana Umum Dibiayai dari Pajak Yang Dibayar Masyarakat
Sumber: Dok. pribadi

2. Berdasarkan cara pembebanan pajak

a. Pajak Langsung

 Pajak Langsung adalah jenis pajak yang langsung ditanggung oleh wajib pajak dan beban 
pajak tidak bisa dilimpahkan ke pihak lain. Contoh jenis pajak ini adalah Pajak Penghasilan 
dan Pajak Bumi dan Bangunan. Baban Pajak Penghasilan dan beban Pajak Bumi dan Bangunan 
akan ditanggung oleh wajib pajak yang tidak dapat dilimpahkan kepada pihak-pihak lain.

b. Pajak Tidak Langsung

 Pajak Tidak Langsung adalah pajak yang bebannya dapat dilimpahkan kepada pihak lain. 
Contoh jenis pajak ini adalah PPN, dan PPnBM. Dalam kedua jenis pajak ini yang seharusnya 
menanggung pajak adalah produsen atau penjual tetapi kemudian dialihkan pada konsumen 
dengan cara menaikkan harga jual.
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3.    Menurut Sifatnya. 

a.  Pajak subjektif yaitu pajak yang berkaitan dengan subyek  pajak atau wajib pajak, 
misalnya Pajak Penghasilan.

b.  Pajak Objektif yaitu pajak yang berkaitan dengan obyek pajaknya misalnya Pajak 
Penjualan atas Barang Merah.

D.   ASAS PEMUNGUTAN PAJAK

 Pajak yang dipungut dari masyarakat didasarkan pada asas:
1.  Asas domisili atau tempat tinggal, negara berhak untuk menentukan bahwa setiap warga 

negaranya yang bertempat tinggal di daerahnya harus membayar pajak penghasilan 
baik yang berasal dari dalam negeri maupun penghasilan dari luar negeri.

2.  Asas Sumber, Negara berhak untuk mengenakan Pajak Penghasilan yang bersumber dari 
wilayahnya baik bagi mereka yang tinggal di dalam negeri maupun di luar negeri.

3.  Asas Kebangsaan, hal ini berlaku untuk wajib pajak luar negeri yang bertempat tinggal 
di Indonesia dan/atau menikmati sumber di Indonesia.

E.  JENIS-JENIS PAJAK

1.  Pajak Penghasilan

 Pajak Penghasilan diatur dalam Undang-undang No. 28 Tahun 2007. Pajak penghasilan 
adalah pajak yang dikenakan terhadap subyek pajak atas penghasilan yang diterima atau 
diperolehnya dalam tahun pajak. Subyek pajak di sini dapat berupa orang pribadi atau badan 
misal PT dan Koperasi.
 Yang menjadi objek pajak adalah penghasilan, baik yang berasal dari Indonesia maupun 
dari luar Indonesia, yang dapat dipakai untuk konsumsi atau untuk menambah kekayaan 
wajib pajak yang bersangkutan. Bentuk-bentuk penghasilan yang dikenai pajak misalnya 
gaji, honorarium, bonus, laba usaha, bunga simpanan di bank, hadiah dan lain-lain

Gambar 15.3 Pembayaran Pajak di Kantor Pelayanan Pajak 
Sumber: Dok. pribadi

2.  Pajak Pertambahan Nilai (PPN)

  Pajak pertambahan nilai adalah pajak yang dikenakan atas konsumsi barang atau jasa di 
dalam daerah pabean (daerah pajak). Pertambahan nilai timbul karena digunakannya faktor-
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faktor produksi dalam menyiapkan, menghasilkan, menyalurkan, dan memperdagangkan 
barang atau jasa kepada konsumen. Subjek dari PPN adalah pengusaha  yang melakukan 
penyerahan barang kena pajak atau jasa kena pajak. 
 Objek PPN dapat berbentuk barang dan jasa dengan kriteria sebagai berikut :
a) Barang Kena Pajak (BKP) adalah barang berwujud yang menurut sifat atau hukumnya 

dapat berupa barang bergerak atau barang tidak bergerak. Barang bergerak misalnya 
meja, kursi, komputer, dan lain-lain. Sedangkan barang tidak bergerak misalnya rumah, 
kapal, pabrik, dan lain-lain.

b) Jasa Kena Pajak (JKP) adalah setiap kegiatan pelayanan, misalnya jasa konsultan, jasa 
auditor, jasa pengacara dan lain-lain.

 Dalam undang-undang juga ditegaskan bahwa tidak semua barang dan jasa menjadi 
objek pajak. Barang dan jasa yang tidak termasuk objek pajak adalah :

a)  Kelompok Barang

(1) Barang hasil pertambangan atau hasil pengeboran yang diambil langsung dari 
sumbernya.

(2) Barang kebutuhan pokok yang sangat dibutuhkan oleh rakyat banyak.
(3) Makanan dan minuman yang disajikan di hotel, restoran, rumah makan, warung, 

dan sejenisnya.
(4) Uang, emas batangan, dan surat-surat berharga

b) Kelompok Jasa

(1)  Jasa di bidang kesehatan medik.
(2)  Jasa di bidang pelayanan sosial.
(3)  Jasa pengiriman surat dengan perangko.
(4)  Jasa di bidang perbankan dan asuransi.
(5) Jasa di bidang keagamaan.
(6) Jasa dibidang pendidikan.
(7) Jasa dibidang kesenian dan hiburan yang telah dikenakan pajak tontonan.
(8) Jasa dibidang penyiaran yang bukan bersifat iklan.
(9) Jasa komersial angkutan umum di darat dan di air.
(10)  Jasa di bidang tenaga kerja
(11)  Jasa di bidang perhotelan
(12) Jasa yang disediakan oleh pemerintah dalam rangka menjalankan pemerintahan 

secara umum.

3.  Pajak Penjualan Atas Barang Mewah (PPnBM)

 Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM) diatur dalam undang-undang yang sama 
dengan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) yaitu Undang-Undang No. 28 tahun 2007. Pajak ini 
hanya dikenakan sekali.
 Subjek dari PPnBM adalah Pengusaha Kena Pajak (PKP) yang menghasilkan Barang Kena 
Pajak (BKP) yang tergolong mewah di dalam daerah pabean dalam lingkungan perusahaan 
/ pekerjaannya dan pengusaha yang mengimpor barang yang tergolong mewah. 
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 Tarif Pajak PPnBM paling rendah 10 % dan paling tinggi 75 % yang ditetapkan dengan 
Peraturan Pemerintah. Atas ekspor Barang Kena Pajak yang tergolong mewah dikenakan 
pajak 0 % yang ditetapkan dengan Keputusan Menteri Keuangan. Sebagai contoh dapat kita 
lihat dalam Tabel 15.1 berikut.

Tabel 15.1.  Contoh Tarif PPnBM Untuk Beberapa Jenis Barang

No. Jenis Mobil Tarif

1. Sedan/ Jeep Kurang Dari 1.500 cc 30 %
2. Sedan/ Jeep 1.500 cc – 3.000 cc 40 %
3. Permadani Terbuat Dari Wol 40 %
4. Televisi Ukuran 21 Inci s/d 43 Inci 10 %
5. Televisi Ukuran Di Atas 43 Inci 20 %

4.  Pajak Bumi dan Bangunan (PBB)

 Dasar hukum untuk PBB adalah  Undang-undang No. 12 tahun 1994 tentang Perubahan 
Undang-undang No. 12 tahun 1985. Peraturan perundang-undangan di bawahnya adalah 
Peraturan Pemerintah No. 46 tahun 2000, dan Keputusan Menteri Keuangan RI No. 201/ 
KMK.04/2000.
 Subjek PBB adalah orang atau badan yang secara nyata mempunyai suatu hak atas bumi 
atau memperoleh manfaat atas bangunan. Karena itu wajib pajak PBB belum tentu pemilik 
bumi dan atau bangunan, tetapi orang atau badan yang memanfaatkan bumi dan bangunan 
tersebut.
 Ditinjau dari namanya jelas pajak ini dapat dipastikan merupakan pajak yang dikenakan 
atas bumi dan bangunan. Bumi adalah permukaan bumi dan tubuh bumi yang ada di 
bawahnya, sedangkan bangunan adalah konstruksi teknik yang ditanamkan atau diletakkan 
secara tetap pada tanah dan atau perairan. Pengertian bangunan ini juga meliputi: jalan yang 
terletak dalam suatu kompleks bangunan, pabrik dan emplasemennya, jalan TOL, kolam 
renang, pagar mewah, tempat olah raga, galangan kapal, dermaga, taman mewah, tempat 
penampungan minyak, dan fasilitas lain yang memberikan manfaat.
 Dalam undang-undang juga diatur objek pajak yang tidak kena pajak adalah bumi dan 
bangunan yang :
a) Digunakan untuk kepentingan umum di bidang : ibadah, sosial, kesehatan, pendidikan, 

dan kebudayaan nasional, yang tidak dimaksudkan untuk mencari keuntungan.
b) Digunakan untuk pekuburan, peninggalan purbakala, atau sejenisnya.
c) Dimanfaatkan untuk hutan lindung, hutan suaka alam, hutan wisata, taman nasional, 

tanah penggembalaan yang dikuasai oleh desa dan tanah negara yang belum dibebani 
suatu hak.

d) Digunakan oleh perwakilan diplomatik, konsulat, berdasarkan asas perilaku timbal 
balik.

e) Digunakan oleh badan atau perwakilan organisasi internasional yang ditentukan oleh 
menteri keuangan.
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5.  Bea Meterai

 Dasar hukum dari pengenaan Bea Meterai adalah Undang-undang No.13 tahun 1985  
tentang Bea Meterai. Pelaksanaannya diatur dalam Peraturan Pemerintah No. 24 tahun 2000 
tentang Perubahan Tarif Bea Meterai dan Besarnya Batas Pengenaan Harga Nominal yang 
Dikenakan Bea Meterai.
Bea materai dikenakan atas dokumen-dokumen :
a) Surat perjanjian atau yang lain yang dibuat dengan tujuan digunakan untuk alat 

pembuktian mengenai perbuatan, kenyataan, atau keadaan yang bersifat perdata.
b) Akta-akta notaris termasuk salinannya.
c) Akta-akta yang dibuat oleh Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) termasuk 

rangkapannya.
d) Surat berharga seperti wesel, promes, aksep, dan cek yang nominalnya lebih dari Rp 

1.000.000,00.
e) Efek dengan nama dalam bentuk apapun sepanjang harga nominalnya  lebih dari Rp 

1.000.000,00.
f) Dokumen yang digunakan sebagai alat pembuktian di muka pengadilan.
  Tarif Bea Meterai hanya terdiri dari dua jenis tarif yaitu  Rp 3.000,00 dan  Rp 6.000,00, 
dengan ketentuan seperti dalam Tabel 8 berikut :

Tabel 15.2. Tarif Bea Meterai

Bea Materai Rp 3.000,00 Bea Materai Rp 6.000,00

1.  Cek dan Bilyet Giro tanpa batas pengenaan 
besarnya harga nominal.

1.  Surat perjanjian dan surat lain yang dibuat 
untuk tujuan sebagai alat pembuktian 
mengenai suatu perbuatan, kenyataan, 
atau keadaan yang bersifat pidana.

2.  Akta-akta Notaris termasuk salinannya
3.  Akta-akta yang dibuat oleh PPAT
4.  Surat yang memuat jumlah uang lebih dari 

Rp 1.000.000,00
5.  Surat berharga : wesel, promes, dan aksep 

yang jumlah nominalnya lebih dari Rp 
1.000.000,00.

6. Dokumen yang akan digunakan sebagai 
alat pembuktian di muka pengadilan

 Tidak semua dokumen-dokumen penting dikenai Bea Meterai.  Dokumen-dokumen 
berikut ini tidak dikenai bea materai seperti : 
a)  surat penyimpanan barang, surat angkut barang, bukti pengiriman atau penerimaan 

barang
b) segala bentuk ijasah
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c) tanda terima gaji, uang tunggu, pensiun, tunjangan, dan pembayaran lain yang 
berkaitan dengan hubungan kerja serta surat-surat yang diserahkan untuk mendapatkan 
pembayaran

d) tanda bukti penerimaan uang negara dari kas negara, kas pemerintah daerah, dan 
bank

e) tanda terima uang yang dibuat untuk keperluan intern organisasi
f) dokumen yang menyebutkan tabungan pembayaran uang tabungan kepada penabung 

oleh bank, koperasi, dan perusahaan sejenisnya
g) surat gadai yang diberikan oleh PT Pegadaian
h) tanda pembagian keuntungan atau bunga dari efek, dengan nama dan dalam bentuk 

apapun
 Pada umumnya meterai atas dokumen dilunasi dengan cara mengenakan benda meterai 
atau menggunakan kertas bersegel atau disebut kertas bermeterai. Beberapa hal yang perlu 
diperhatikan dalam menggunakan benda materai adalah :
a) meterai tempel direkatkan seluruhnya dengan dengan utuh dan tidak rusak di atas 

dokumen yang dikenakan Bea Meterai
b) materai tempel direkatkan di tempat di mana tanda tangan akan dibubuhkan disertai 

dengan pencantuman tanggal, bulan, dan tahun dilakukan di atas materai sehingga 
sebagian tanda tangan ada di atas kertas dan sebagian di atas meterai tempel

c) jika digunakan lebih dari satu meterai tempel, maka tanda tangan harus dibubuhkan 
sebagian di atas semua meterai tempel dan sebagian di atas kertas

d) kertas meterai yang sudah digunakan tidak boleh digunakan lagi
e)  jika dokumen lebih dari satu lembar, maka untuk bagian isi yang masih tertinggal dapat 

digunakan kertas tidak bermeterai
 Jika dokumen yang dibuat lupa dibubuhi materai, maka sangsi administrasi harus 
dipenuhi adalah 200% dari Bea materai yang kurang dibayar. Pelunasan dilakukan dengan 
cara pemeteraiaan kemudian pada dokumen. Pemeteraian kemudian adalah suatu cara 
pelunasan Bea Meterai yang dilakukan oleh pejabat PT Pos Indonesia atas permintaan 
pemegang dokumen yang bea meterainya belum dilunasi sebagaimana mestinya.

F.  KETENTUAN UMUM DAN TATA CARA PERPAJAKAN

 Masalah perpajakan telah lama dibahas oleh para ahli ekonomi. Adam Smith telah 
merekomendasikan beberapa hal mengenai pemungutan pajak yang dikenal dengan prinsip-
prinsip pajak Adam Smith. Isinya adalah :

1)  Pajak harus adil

 Adil menurut Adam Smith mengandung makna (1) beban pajak harus sesuai dengan 
daya pikul, (2) beban pajak harus disesuaikan dengan manfaat pajak yang diperoleh, 
dan (3) pajak sebaiknya menunggunakan sistem tarif progresif atau persentase yang 
meningkat.
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2) Sederhana

 Pajak yang berlaku jangan terlalu banyak jenisnya agar tidak terlalu berbelit-belit 
sehingga mudah dimengerti oleh para wajib pajak.

3) Jelas dan Tertentu

 Hal apa yang dikenakan pajak, berapa tarifnya, bagaimana cara perhitungan dan 
cara pembayarannya, sanksi apa yang akan dikenakan jika wajib pajak melalaikan 
kewajibannya harus jelas dan tertentu sehingga dapat dipastikan atas dasar peraturan 
atau undang-undang yang ada sebagai pengecekan secara yuridis.

4). Efisien

 Dalam perhitungan dan penarikan pajak jelas membutuhkan biaya, pemerintah perlu 
berusaha agar pengeluaran biaya dalam perhitungan dan pemungutan pajak tetap efisien. 
Harus dihindarkan biaya perhitungan dan pemungutan ternyata lebih besar daripada 
nilai pajak yang berhasil di tarik.

5).   Ekonomis

 Pemungutan pajak tidak bisa mengganggu kegiatan ekonomi yang sedang dilaksanakan 
masyarakat sehingga menimbulkan macetnya roda kehidupan. 

 Pajak yang dibayarkan masyarakat kepada negara memiliki sangat berguna bagi 
perekonomian negara tersebut. Ada dua fungsi pajak bagi suatu perekonomian yaitu:
1)   Budgeting (Anggaran), dalam hal ini pajak berfungsi sebagai sumber pendapatan 

Negara
2)  Regurelend (Mengatur), dalam hal ini pajak berfungsi untuk mengatur dan melaksanakan 

kebijakan pemerintah.

 Ketentuan umum dan tata cara perpajakan diatur dalam Undang-Undang No. 28 Tahun 
2007.. Salah satu hal penting dari undang-undang ini berisi tentang batasan-batasan penting 
yang digunakan dalam perpajakan, beberapa hal di antaranya adalah :
1) Wajib Pajak (WP) adalah orang pribadi atau badan yang menurut ketentuan perundang-

undangan perpajakan ditentukan untuk melakukan kewajiban perpajakan, termasuk 
pemungut pajak atau pemotong pajak tertentu.

2) Badan adalah sekumpulan orang dan atau modal yang merupakan kesatuan baik 
yang melakukan usaha maupun tidak melakukan usaha yang meliputi PT, Perseroan 
Komanditer, perseroan lainnya, BUMN, dan BUMD dengan nama dan dalam bentuk 
apapun, firma, kongsi, kopersi, dana pensiun, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, 
organisasi sosial politik, dan bentuk-bentuk lainnya.

3) Pengusaha adalah orang pribadi atau badan dalam bentuk apapun yang dalam kegiatan 
usaha atau pekerjaannya menghasilkan barang, mengimpor barang, mengekspor barang 
atau melakukan usaha di luar daerah pabean, melakukan usaha jasa, atau memanfaatkan 
jasa dari luar daerah pabean.
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4)  Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) adalah nomor yang diberikan kepada wajib pajak 
sebagai sarana dalam administrasi perpajakan yang dipergunakan sebagai tanda 
pengenal diri atau identitas wajib pajak dalam melaksanakan hak dan kewajiban 
perpajakannya.

5) Surat Pemberitahuan Tahunan (SPT) adalah surat pemberitahuan atas  pajak untuk 
suatu tahun pajak atau bagian tahun pajak.

6) Surat Setoran Pajak (SSP) adalah surat yang oleh wajib pajak digunakan untuk melakukan 
pembayaran atau penyetoran pajak yang terutang ke kas negara melalui kantor pos, 
BUMN, BUMD, atau tempat pembayaran lain yang ditunjuk.

7) Surat Ketetapan Pajak (SKP) adalah surat ketetapan yang meliputi SKP Kurang Bayar 
atau SKP Lebih Bayar, atau SKP Nihil.  

8) Surat Tagihan Pajak (STP) adalah surat untuk melakukan tagihan pajak dan atau sanksi 
administrasi berupa bunga dan atau denda.

 Menurut undang-undang ini setiap wajib pajak wajib mendaftarkan dirinya pada 
Direktorat Jenderal Pajak untuk mendapatkan NPWP. Namun demikian wajib pajak yang 
berpenghasilan lebih kecil dari Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP) tidak wajib memiliki 
NPWP.  
 Setiap tahun wajib pajak yang telah memiliki NPWP wajib untuk mengisi SPT untuk 
melaporkan perhitungan dan pembayaran pajak yang terutang menurut ketentuan 
undang-undang perpajakan. Karena di Indonesia menerapkan self assesment system, maka 
pembayaran pajak didasarkan pada pengisian SPT ini. 

R a n g k u m a n
 Pembayaran pajak bagi wajib pajak kepada negara bersifat memaksa berdasarkan 
undang-undang.
 Hasil pembayaran pajak  digunakan untuk kepentingan umum.Fungsi pajak : (a) 
sumber penerimaan negara, (b) pengatur kegiatan ekonomi, (c) mengurangi ketimpangan 
pendapatan.
 Penggolongan pajak menjadi pajak langsung dan tidak langsung berdasarkan 
pembebanan pajak.
 Tarif pajak penghasilan bersifat regresif artinya semakin besar penghasilan akan 
dikenai tarif pajak yang lebih tinggi.
 Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP) bertujuan untuk menentukan jumlah minimum 
penghasilan yang tidak dikenai pajak.
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L a t i h a n

A.   Pilihlah  jawaban a,b,c atau d yang paling tepat 

1.  Berikut ini, pernyataan yang tidak menunjukkan ciri pajak adalah...
A.  tidak bisa dipaksakan
B.  tidak bisa langsung dinikmati
C.  bersifat wajib
D.  dilakukan secara bertahap

2.  Berikut ini, pernyataan yang tidak menunjukkan fungsi pajak adalah...
A.  sumber penerimaan negara
B.  pengatur kegiatan ekonomi
C.  mengurangi ketimpangan pendapatan
D.  penyeimbang pendapatn masyarakat

3. Pajak yang termasuk Pajak Pusat adalah .....
A.  Pajak Penghasilan
B.  Pajak Pertambahan Nilai
C.  Pajak Penjualan Barang Mewah
D.  Pajak kendaraan Bermotor

4. Pajak Langsung dan idak Langsung adalah penggolongan pajak berdasarkan ....
A.  Pihak yang Menarik
B.  Cara pembebanan pajak
C.  Sifatnya. 
D.  Sumbernya

5.  Salah satu kewajiban pajak di lingkungan keluarga pada umumnya adalah ....
A.  PPh
B.  PPN
C.  PBB 
D.  Retribusi

6. Pajak yang ditarik bagi pemenang undian berhadiah adalah .....
A.  PBB
B.  PPh
C.  PPN 
D.  Retribusi

7.  Wati membeli Sedan 1599 cc seharga Rp 200 juta. Berapakah besarnya pajak yang 
harus ditanggung Wati?
A.  Rp 10 juta
B.  Rp 20 juta
C.  Rp 30 juta 
D.  Rp 40 juta
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8. Beban pajak harus sesuai dengan daya pikul dan manfaat yang diperoleh wajib pajak. 
Hal ini adalah prinsip pemungutan pajak .....
A.  Adil
B.  Sederhana
C.  Efisien 
D.  Ekonomis

9.  Fungsi pajak sebagai sumber pendapatan dan akan digunakan untuk membiayai  
pengeluaran negara disebut .....
A.  Budgeting 
B.  Regurelend
C.  Mengatur 
D.  Membebankan

10.  Jika dokumen yang dibuat lupa dibubuhi materai, maka sangsi administrasi harus dipenuhi 
adalah......
A.  10 %
B.  50 %
C.  100 % 
D.  200 %

B.  Jawablah dengan singkat !

1. Apakah makna dari batasan pajak yang menyatakan bahwa “pembayar pajak tidak 
mendapatkan balas jasa secara langsung”?

2. Jelaskan apakah artinya pajak memiliki fungsi pengatur ?
3. Adam Smith menyampaikan empat syarat pajak yang baik, jelaskan keempat syarat 

tersebut.
4. Jelaskan apa yang dimaksud dengan pajak langsung ? berilah contoh
5. Sebutkan jenis-jenis pajak daerah yang berlaku di daerahmu.
6. Pak Sukri adalah seorang yang berstatus kawin dengan satu orang anak. Jika penghasilan 

bersih sebesar Rp 21.000.000,00 per tahun (sudah dikurangi biaya jabatan), berapakah 
pajak penghasilan yang harus dibayarkan Pak Sukri ?  

7. PT Abadi menghasilkan ban mobil senilai Rp 10.000.000,00, jika ban tersebut dijual 
berapakah PPN keluaran bagi PT Abadi ?

8. Bila kita membuat surat perjanjian sewa-beli, berapakah nilai meterai yang perlu kita 
tempelkan ?

9. Bila Pak Anton  mengisi blangko cek senilai Rp 50.000.000,00 dan menggunakannya 
untuk pembayaran , berapakah bea meterai yang perlu Pak Anton tempelkan ?

10. Pak Ardi memiliki rumah dan pekarangan senilai Rp 30.000.000,00 jika norma perhitungan 
NJKP sebesar 20 %, berapakah PBB yang harus dibayar Pak Ardi ?
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R e f l e k s i
”BAYAR PAJAKNYA AWASI PENGGUNAANNYA”. Demikian bunyi iklan layanan 
masyarakat di berbagai tempat dari Direktorat Pajak. Menurut pendapatmu, apakah 
uang rakyat yang berupa pajak itu sudah digunakan sebagaimana mestinya? Kalau 
sudah mengapa harus diawasi? Kalau belum, bagaimana kita mengawasinya?
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BAB
XVI

PERMINTAAN, PENAWARAN, 
DAN HARGA PASAR

PETA KONSEP

PENAWARAN PERMINTAAN

melahirkan

Setelah mempelajari materi ini diharapkan siswa memiliki kompetensi untuk 
mendeskripsikan pengertian permintaan, penawaran, serta  hukum permintaan 
dan hukum penawaran; mengidentifikasi faktor-faktor yang mempengaruhi 
permintaan dan penawaran; menyebutkan pengertian harga pasar (harga 
keseimbangan); dan mendeskripsikan proses terbentuknya harga pasar.

PENJUAL PEMBELI

PASAR

HARGA PASAR

melahirkan

menurunkan

menurunkan

 Konsep  permintaan dan penawaran merupakan konsep dasar yang melandasi teori-
teori ekonomi. Permintaan dan penawaran  juga melahirkan konsep harga pasar. Dengan 
memahami konsep dasar permintaan, penawaran, dan harga pasar, siswa akan mendapatkan 
pedoman untuk bertindak rasional sebagai pelaku ekonomi 

Kata Kunci
permintaan; penawaran; jumlah barang yang diminta (Qd); jumlah 
barang yang ditawarkan (Qs); harga (P); hukum permintaan; hukum 
penawaran, harga pasar; ceteris paribus
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A. PERMINTAAN (DEMAND)

 Ketika kamu mempelajari masalah “permintaan” (demand), ada baiknya kamu 
menempatkan diri seolah-seolah sebagai pembeli. Dengan menempatkan diri sebagai pembeli 
kamu akan lebih mudah menghayati makna permintaan. Perlu juga kamu pahami bahwa 
sifat pembeli pada umumnya adalah selalu menghendaki harga yang murah, agar dapat 
menghemat pengeluarannya. Berikut akan kita bahas pengertian permintaan, serta berlakunya 
hukum permintaan. 

1.  Apa itu Permintaan dan Bagaimana HukumPermintaan ?

 Bu Novi memiliki uang sebanyak Rp20.000,00 khusus untuk membeli roti. Ketika harga 
roti Rp2.000,00 per bungkus, ia meminta 10 bungkus. Ketika harga turun menjadi Rp1.500,00 
per bungkus, ia minta  13 bungkus dengan menyisakan uang Rp500,-. Ketika harga naik 
menjadi Rp2.500,00 per bungkus, ia minta 8 bungkus. dan ketika harga naik lagi menjadi 
Rp4.000,00 per bungkus, ia hanya minta sebanyak 5 bungkus. Permintaan Bu Novi terhadap 
roti itu dapat dipaparkan dalam tabel sebagai berikut.

Tabel 16.1. Permintaan Bu Novi terhadap Roti.

Harga/Bungkus ( Rp )
Jumlah Yang Diminta

( bungkus)
1.500,00

2.000,00

2.500,00

4.000,00

13

10

8

5

     
 Kesanggupan Bu Novi untuk membeli berbagai jumlah roti (13, 10, 8, dan 5) pada 
berbagai tingkat harga (Rp1.500,00; Rp2.000,00; Rp2.500,00; dan Rp4.000,00) itu menunjukkan 
permintaan Bu Novi terhadap roti.     
 Apabila digambarkan dalam kurva, permintaan Bu Novi tersebut dapat digambarkan 
sebagai berikut.

Gambar  16.1 Kurva Permintaan Novi terhadap roti.

Penawaran
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Keterangan Gambar 16.1: 

 P (Price)           : Harga
 Qd (Quantity)   : Jumlah barang yang diminta
 DD                    : Kurva Permintaan
 (Kurva Permintaa selalu bergerak dari kiri tas ke kanan bawah, atau sebaliknya)
  Permintaan Bu Novi di atas dapat juga terjadi pada masyarakat secara umum terhadap 
barang yang bersangkutan (roti). Oleh karena itu, muncullah permintaan masyarakat terhadap 
roti. Seperti halnya permintaan Bu Novi terhadap roti, permintaan masyarakat terhadap roti 
juga menggambarkan “kesanggupan masyarakat untuk meminta (membeli) berbagai jumlah 
roti pada berbagai tingkat harga dalam waktu tertentu”. 
  Tabel 16.1 dan Gambar 16.2 menunjukkan bahwa pada harga (P) 2500, jumlah roti yang 
diminta (Qd) bu Novi sebanyak 8. Jika P naik menjadi 4000, maka Qd berkurang menjadi 
5. Sebaliknya jika P turun menjadi 2000, maka Qd bertambah menjadi 10.  Dari hubungan 
P dan Qd tersebut kita dapat menyimpulkan bahwa “jika harga naik, maka jumlah barang 
yang diminta akan berkurang, dan sebaliknya jika harga turun, maka jumlah barang yang 
diminta akan bertambah”.  Ini  berarti antara harga (P)  dan jumlah  barang   yang  diminta 
(Qd)  memiliki hubungan yang berkebalikan (terbalik). Hubungan yang bersifat terbalik 
antara harga dan jumlah barang yang diminta itulah yang kemudian dikenal dengan “hukum 
permintaan”.  
 Hukum permintaan itu akan berlaku apabila dipenuhi asumsi (anggapan) bahwa: (1) Qd 
merupakan faktor yang tergantung dari P; (2) keadaan ceteris paribus (faktor-faktor  selain P 
dan Qd dianggap tetap). Apabila asumsi ini tidak terpenuhi, maka hukum permintaan juga 
tidak berlaku.  

2. Faktor-faktor yang Mempengaruhi Permintaan

 Permintaan seseorang atau masyarakat terhadap suatu barang ternyata tidak selamanya 
tetap. Coba perhaikan permintaan Bu Novi terhadap roti tersebut di atas!  Ketika harga 
Rp2.000,00,  ia minta 10 bungkus roti.  Hal  itu  terjadi karena jumlah uang yang tersedia 
untuk membeli roti Rp20.000,00. Bagaimana jika uang yang tersedia untuk membeli  roti  
bertambah menjadi Rp30.000,00 ?  Tentu ia akan menambah jumlah permintaannya menjadi 
15 bungkus roti.  Sebaliknya, jika jumlah uang yang tersedia untuk membeli roti hanya 

Gambar 16.2. Jumlah roti yang diminta Bu Novi 
tergantung pada tinggi rendahnya harga roti 
tersebut. (Sumber : www.i5.photobucket.com )



Ilmu Pengetahuan Sosial Kelas VIII224

Rp16.000,00, maka permintaannya terhadap roti tentu akan berkurang menjadi 8 bungkus. 
Hal ini  menunjukkan bahwa jumlah uang (pendapatan) yang tersedia untuk membeli akan 
mempengaruhi permintaan Bu Novi  terhadap roti tersebut. 
 Sekarang bagaimana jika selera konsumsi Bu Novi terhadap roti berubah?  Semula Bu 
Novi berselera (suka) terhadap roti, Tetapi sekarang seleranya sudah menurun (bosan). 
Tentu hal ini akan berakibat pada permintaannya terhadap roti. Meskipun harga roti turun, 
mungkin ia tidak akan menambah jumlah permintaannya. Bahkan ketika harga roti turun, 
ia justru mengurangi permintaannya. Sebaliknya jika selera konsumsi Bu Novi terhadap roti 
semakin tinggi (makin suka), tentu permintaannya terhadap roti akan semakin bertambah. 
Meskipun harga naik, ia mungkin akan menambah permintaannya.  Hal ini berati bahwa 
selera  Bu Novi terhadap roti akan mempengaruhi permintaannya terhadap roti tersebut. 
 Berdasarkan kedua peristiwa di atas, kamu dapat mengambil kesimpulan bahwa jumlah 
uang (pendapatan) yang tersedia untuk membeli dan selera konsumsi orang terhadap suatu 
barang memiliki hubungan yang sangat erat dengan permintaan orang tersebut terhadap 
barang yang bersangkutan. Apabila jumlah uang (pendapatan)nya tinggi, maka jumlah 
permintaannya juga cenderung tinggi, atau sebalknya. Begitu pula apabila selera orang 
terhadap suatu barang itu tinggi (sangat suka), maka jumlah permintaannya juga akan 
cenderung tinggi, atau sebaliknya.

T u g a s  1 6 . 1
Permintaan seorang pembeli di pasar barang “telur” digambarkan sebagai berikut. Pada 
harga Rp10.000,00/kg, ia sanggup membeli (minta) “telur” sebanyak 20 kg. Ketika harga 
naik menjadi Rp12.500,00/kg, ia minta sebanyak 15 kg. Gambarkan kurva permintaan 
pembeli tersebut dalam selembar kertas HVS, kemudian kumpulkan kepada guru!

B.  PENAWARAN (SUPPLY)

 Apabila konsep permintaan muncul dari  kegiatan membeli , maka konsep penawaran 
muncul dari adanya kegiatan penjual. Oleh karena itu, ketika kamu mempelajari persoalan 
penawaran, sebaiknya kamu menempatkan diri seolah-olah sebagai penjual atau produsen 
yang akan menjual barangya. Dalam menjual barang, biasanya produsen/penjual selalu 
menginginkan harga yang tinggi, agar dapat memperoleh keuntungan yang maksimal 
(besar).

1.  Apa itu Penawaran dan  Bagaimana Hukum Penawaran?

 Apabila kamu sebagai produsen/penjual sepatu, apa yang akan kamu lakukan ketika 
melihat harga sepatu naik (tinggi)? Apa pula yang akan kamu lakukan jika harga sepatu 
turun (rendah)? Sebagai produsen/penjual yang rasional, ketika harga naik/tinggi tentu 
kamu akan memproduksi dan menjual barang sebanyak-banyaknya, sehingga jumlah barang 
yang ditawarkan akan semakin besar. Sebaliknya jika harga turun/rendah, tentu kamu akan 
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merasa lesu untuk memproduksi dan menjual barang tersebut, sehinga jumlah  barang yang 
ditawarkan akan semakin sedikit. 
 Perhatikan contoh perilaku seorang produsen/penjual ”roti pisang” berikut! Pada 
saat harga roti pisang Rp1.000,00/bungkus, ia sanggup memproduksi dan menjual roti 
sebanyak 8.000 bungkus. Ketika harga turun menjadi Rp 8.00,00/bungkus, ia hanya sanggup 
memproduksi dan menjual rotinya sebanyak 6.000 bungkus. Tetapi ketika harga naik menjadi 
Rp1.250.00/ungkus, ia  sanggup memproduksi dan menjual rotinya sebanyak 10.000 bungkus. 
Bahkan jika harga menjadi Rp1.500,00/bungkus, ia sanggup memproduksi dan menjual 
rotinya sebanyak 14.000 bungkus. Kesanggupkan produsen/penjual untuk menjual rotinya 
itu dapat ditabelkan seperti Tabel 16.2 berikut.

Tabel 16.2: Kesanggupan Produsen/Penjual untuk mejual roti.

Harga/Bungkus ( Rp ) 
Jumlah Yang Ditawarkan

( bungkus )
800,00

1.000,00

1.250,00

1.500,00

6.000

8.000

10.000

14.000

 
 Tabel 16.2 di atas menggambarkan kesanggupan produsen/penjual untuk menjual 
berbagai jumlah rotinya (6.000, 8.000, 10.000, dan 14.000 bungkus) pada berbagai tingkat 
harga (Rp800,00; Rp1.000,00; Rp1.250,00; dan Rp1.500,00 per bungkus). Kesanggupan menjual 
berbagai jumlah roti pada berbagai tingkat harga tersebut merupakan penawaran roti dari 
pak Mahmud. Penawaran produsen/penjual tersebut jika digambarkan kurvanya akan 
nampak seperti gambar 16.3 berikut.

Gambar 16.3 Kurva Penawaran Roti dari 
Produsen/Penjual roti pisang.

Keterangan: pada harga (P) = 1.000, jumlah yang ditawarkan (Qs) = 8000. Jika P naik 
menjadi 1.250, maka Qs naik menjadi 10.000. Tetapi jika P turun menjadi 800, maka Qs juga 
berkurang/turun menjadi 6000. 

Penawaran

SS = Kurva penawaran

Qs = jumlah yang ditawarkan
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 Contoh itu sebenarnya bisa juga berlaku bagi 
produsen/penjual pada umumnya. Jika menyangkut 
produsen/penjual secara umum, penawaran barang 
“roti” menggambarkan “kesanggupan produsen/penjual 
barang “roti” untuk menjual berbagai jumlah barang 
“roti” pada berbagai tingkat harga”. Dari contoh di atas, 
kita memperoleh gambaran bahwa ketika harga naik 
(tingg), maka jumlah barang yang ditawarkan cenderung 
bertambah, dan jika harga turun (rendah), maka jumlah 
yang ditawarkan cenderung berkurang. Hal ini berarti 
bahwa antara harga (P) dan jumlah yang ditawarkan (Qs) 
memiliki hubungan yang searah. Artinya jika P naik maka Qs juga naik/bertambah, dan 
jika P turun maka Qs juga turun/berkurang. Hubungan itulah yang dikenal dengan hukum 
penawaran.  Seperti halnya hukum permintaan, hukum penawaran akan berlaku jia ada 
asumsi keadaan ceteris paribus dan Qs merupakan faktor yang tergantung pada P.

B.  FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI PENAWARAN

 Coba kamu perhatikan pasar (kios) buah yang ada di sekitarmu! Kamu akan melihat, 
suatu saat banyak rambutan dijual (ditawarkan), bahkan melimpah. Tetapi suatu saat sedikit 
sekali rambutan yang dijual (ditawarkan), bahkan hampir tidak ada.  Begitu pula buah-buahan 
yang lain. Biasanya rambutan banyak ditawarkan jika sedang musim panen (rambutan). 
Pada saat musim panen, jumlah produk rambutan berlimpah-limpah, tetapi pada saat tidak 
musim panen, buah rambutan tentu langka (hampir tidak ada). Hal itu menunjukkan bahwa 
penawaran rambutan dipengaruhi oleh jumlah rambutan yang dihasilkan.  Berdasarkan 
kenyataan tersebut dapat dikatakan bahwa penawaran suatu barang akan dipengaruhi oleh 
jumlah produk barang yang bersangkutan. 
 Sekarang perhatikan penawaran sabun detergen di pasar sekitarmu!  Ketika di pasar 
itu hanya ada produk detergen merk ”A” saja, maka penawaran detergen ”A” tentu banyak. 
Tetapi jika di pasar itu juga ada detergen merk ”B” dan merk ”C” (sebagai barang substitusi/ 
pengganti dari detergen ”A”), tentu penawaran detergen ”A” akan berkurang. Hal ini 
menunjukkan bahwa adanya barang substitusi/pengganti (detergen ”B” dan detergen ”C”) 
akan berpengaruh terhadap penawaran detergen ”A”.  Dengan kata lain, penawaran barang 
“A”  akan dipengaruhi oleh adanya barang subsitusi dari barang “A” tersebut.
 Berdasarkan kenyataan itu, dapat dikatakan bahwa faktor jumlah produk dan barang 
substitusi dapat berpengaruh terhadap penawaran barang yang bersangkutan. Jika jumlah 
produk barang “Y” semakin besar, maka penawaran barang “Y”  tersebut juga semakin 
besar. Selanjutnya jika ada barang substitusi maka penawaran barang yang bersakutan akan 
cenderung berkurang. 

    

Gambar 16.4. Ini adalah roti pisang 
yang dijual Pak Mahmud. Coba 
bedakan antara jumlah roti pisang yang 
ditawarkan dan penawaran roti pisang 
(Sumber : farm3.static.flickr.com)
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T u g a s  1 6 . 2
Penawaran seorang produsen/penjual detergen “ABC” adalah sebagai berikut. Pada 
harga setinggi 15/unit, jumlah yang ditawarkannya sebanyak 80 unit. Ketika harga naik 
menjadi 20/unit, ia sanggup menjual barangnya sebanyak 100 unit. Gambarkan kurva 
Penawaran produsen/penjual tersebut dalam selembar kertas HVS, kemudian kumpulkan 
kepada guru

 

C.  HARGA PASAR  (HARGA KESEIMBANGAN)

 Di pasar banyak penjual yang menawarkan barangnya dengan harga tertentu. Harga 
yang ditetapkan oleh penjual biasa disebut harga penjual. Harga penjual cenderung tinggi, 
karena penjual menginginkan keuntungan yang maksimal. Sementara itu kamu sebagai 
pembeli tentu juga menetapkan harga penawaran terhadap barang yang akan kamu beli. 
Harga yang kamu tetapkan disebut  harga pembeli. Harga pembeli  cenderung lebih rendah 
dibanding harga penjual.  Apabila antara penjual dan pembeli tidak ada kesepakatan terhadap 
harga barangnya, maka jual-beli tidak akan terjadi. Tetapi jika antara penjual dan pembeli  
ada kesepakatan harga setelah melakukan tawar-menawar, maka transaksi jual-beli akan 
terjadi. Harga yang disepakati antara penjual dan pembeli itu selanjutnya disebut  harga 
keseimbangan (harga pasar). 

  
Gambar 16.5. Gambar di atas menunjukkan seorang pembeli buah sedang 
melakukan tawar-menawar dengan penjual. Proses ini biasanya akan berakhir 
pada tingkat harga disepakai bersama (Sumber : www.xentana.com ) 

 

  Berdasarkan kenyataan tersebut, kamu dapat menyimpulkan bahwa harga pasar terjadi 
karena adanya kesepakatan harga antara penjual dan pembeli. Bisa juga dikatakan bahwa 
harga pasar terjadi karena adanya keseimbangan atara harga penjual dan harga pembeli. 
Oleh karena itu harga pasar juga disebut harga keseimbangan. 
 Kamu tentu masih ingat, bahwa penjual melahirkan penawaran, sedangkan pembeli 
melahirkan permintaan. Oleh karena itu kesepakatan harga antara penjual dan pembeli juga 
bisa dikatakan sebagai keseimbangan antara penawaran dan permintaan. Dengan demikian, 
harga pasar juga bisa dikatakan sebagai harga yang terjadi setelah ada keseimbangan antara 
penawaran dan permintaan. 
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 Apabila penawaran diujudkan dalam bentuk kurva S dan permintaan diujudkan dalam 
bentuk kurva D, maka harga pasar (harga keseimbangan) akan terjadi pada saat kurva S 
berpotongan dengan kurva D. Titik potong kedua kurva  itu menunjukkan keseimbangan 
antara penawaran dan permintaan. Keseimbangan kurva penawaran dan kurva permintaan 
yang melahirkan harga pasar itu dapat digambarkan seperti gambar 16.6 berikut

Gambar 16.6 Keseimbangan kurva S dan kurva D
.

Keterangan: Gambar 17.5 di atas menunjukkan bahwa keseimbangan antara penawaran 
dan permintaan terjadi pada titik E (Equilibrium). Pada titik keseimbangan itu, harga pasar 
yang terjadi setinggi OPo, sedangkan jumlah barang yang ditawarkan dan yang diminta 
sama sebesar OQo.

T u g a s  1 6 . 3
Dalam suatu pasar buah kelapa terjadi keadaan sebagai berikut. Pada harga 500/butir, 
jumlah yang ditawarkan = 400 butir, sedangkan jumlah yang diminta = 700 butir. Ketika 
harga nailk menjadi 600/butir, jumlah yang ditawarkan menjadi 600 butir, sedangkan 
jumlah yang diminta menjadi 500 butir. Gambarkan kurva S dan kurva D-nya dalam 1 
model!  Dari gambar itu kamu akan melihat perpotongan antara kurva S dan kurva D. 
Selanjutnya tentukan tingginya harga pasar yang terjadi, serta Qs/Qd pada harga pasar 
tersebut!  

DD = Kurva permintaan
SS = Kurva penawaran
E    = titik Ekuilibrium 

(keseimbangan)

R a n g k u m a n
Kegiatan pembeli melahirkan konsep permintaan, sedangkan kegiatan penjual melahirkan 
konsep penawaran. Hubungan antara harga barang dengan jumlah permintaan barang 
akan melahirkan hukum permitaan, sedangkan hubungan  antara harga barang dengan 
jumlah penawaran barang akan melahirkan hukum penawaran.  Permintaan dipengaruhi 
oleh faktor jumlah pendapatan dan selera orang terhadap barang yang bersangkutan. 
Sementara itu, penawaran dipengaruhi oleh jumlah produk barang dan adanya barang 
sustitusi dari barang yang bersangkutan.
Hubungan antara penjual dan pembeli (penawaran dan permintaan) ini melahirkan 
harga kesepakatan/kesimbangan yang disebut harga pasar (harga keseimbangan). Di 
dalam gambar kurva, harg keseimbangan ditunjukkan oleh titik potong antara kurva 
permintaan dan kurva penawaran.
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L a t i h a n
A.  Pilihlah jawaban  a, b, c, atau  d  yang paling tepat!

1. Pernyataan berikut ini yang paling benar adalah ...
a.  Konsep permintaan muncul karena adanya kegiatan penjual.
b.  Konsep permintaan muncul karena adanya kegiatan pembeli.
c.  Konsep permintaan muncul karena adanya kegiatan produsen.
d.  Konsep permintaan muncul karena adanya kegiatan pedagang. 

2. Permintaan terhadap barang ”X” menggambarkan ...
a.  kesanggupan pembeli untuk membeli berbagai jumlah barang ”X” pada berbagai 

tingkat harga.
b.  kesanggupan pembeli untuk membeli berbagai jumlah barang ”X” pada tingkat harga 

tertentu.
c.  kesanggupan produsen untuk mejual berbagai jumlah barang ”X” pada berbagai 

tingkat harga.
d.  kesanggupan produsen untuk menjual berbagai jumlah barang ”X” pada tingkat harga 

tertentu. 

3. Permintaan terhadap barang ”X” dipengaruhi oleh ...
a.  jumlah pendapatan pembeli dan jumlah produk barang ”X”.
b.  selera pembeli dan adanya barang komplementer dari barang ”X”.
c.  jumlah pendapatan dan selera pembeli terhadap barang “X”.
d.  selera pebeli dan jumlah produk barang ”X”.

4.   Penawaran barang ”X” dipengaruhi oleh ...
a.  banyaknya barang komplementer dari barag ”X”.
b.  jumlah pendapatan masyarakat.
c.  selera konsumsi masyarakat terhadap barang ”X”.
d.  jumlah produk barang ”X”.

5. Hukum Permintaan menyatakan bahwa jumlah barang yang diminta (Qd) berhubungan 
terbalik dengan harga (P) barang tersebut. Hal itu berarti ...
a.  jika P naik, maka Qd akan bertambah.
b.  ika P turun, maka Qd akan bertambah.
c.  jika Qd  bertambah, maka P akan turun .
d.  jika Qd berkurang, maka P akan naik.

6. Hukum Penawaran menyatakan bahwa ...
a.  umlah barang yang ditawarkan berhubungan searah dengan harga.
b.  jumlah barang yang ditawarkan berhubungan terbalik dengan harga. 
c.  penawaran berhubungan lurus dengan harga.
d.  penawaran berhubngan terbalik dengan harga
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7.  Harga Pasar (harga keseimbangan) terj  adi pada saat ada ...
a.  keseimbangan antara penjual dan pembeli.
b.  kesimbangan antara permintaan dan penawaran.
c.  kesepakatan harga antara produsen dan penjua.
d.  kesepakatan harga anara pembeli dan konsumen.

8.  Apabila harga pasar barang ”X” naik, maka ...
a.  jumlah permintaan barang ”X” cenderung bertambah.
b.  jumlah penawaran barang ”X” cenderung berkurang.
c.  jumlah permintaan barang ”X” cenderng berkurang.
d. j umlah penawaran barang ”X” cenderung tetap.

B. Isilah titik-titik berikut !

1. Permintaan merupakan kesanggupan pembeli untuk ………………………………………
……………………………………………………………………..

2. “Hukum Permintaan”  menyatakan bahwa “jumlah barang yang diminta berhubungan 
terbalik dengan harga”, artinya ....................................................................................................
.................

3. Faktor-faktor yang dapat berpengaruh terhadap permintaan seseorang terhadap suatu 
barang adalah:

 a. …………………………………..     b. ……………………………………….
4.  “Hukum Penawaran” menyatakan bahwa “jumlah barang yang ditawarkan berhbungan 

searah dengan harga”, artinya  ….……………………………..………………………………
…………………………………………………….

5.  Faktor-faktor yang berpengaruh terhadap penawaran suatu barang  antara lain:  
 a. ………………………………..       b. ………………………………….
6.  “Harga pasar” terjadi ketika ada ………………………………………………………………

………………………………………………………………………..

R e f l e k s i
Setelah mempelajari bab ini, apakah kamu telah memahami pengertian permintaan 
dan penawaran, hukum permintaan dan hukum penwaran, serta faktor yang 
mempengaruhinya? Apakah kamu juga telah memahami proses terjadinya harga pasar 
(harga keseimbanga)? Apabila kamu seorang produsen/penjual , apa yang akan kamu 
lakukan jika harga pasar barang “X” terus menaik?  
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Angin muson   : Angin yang bergerak searah dalam waktu satu musim (6 bln)

Angka harapan hidup : Harapan hidup adalah perkiraan sampai berapa lama orang 
tersebut dapat hidup ketika orang itu dilahirkan. 

Angka kematian  : Angka kematian dihitung dari jumlah kematian bayi yang lahir 
dan hidup per seribu bayi dalam satu tahun.

ASDP : Singkatan dari  Angkutan Sungai Danau dan Penyeberangan

ASDR : Age Specific Death Rate, Angka Kematian Berdasarkan 
Kelompok Umur Tertentu

Barang komplementer : barang pelengkap barang lain.

Barang substitusi : barang pengganti atas barang lain.

Batig Slot : Kelebihan modal/penumpukan modal di negeri Belanda akibat  
sistem monopoli yang dilakukan Belanda selama menjajah di 
Indonesia.

BPUPKI : Badan Penyelidik Usaha-Usaha Persiapan Kemerdekaan 
Indonesia (BPUPKI) atau dalam bahasa Jepang disebut 
Dokuritsu Junbi Cosakai. 

Budgeting : anggaran

CBR      : Crude Birth Rate, adalah angka kelahiran yang menunjukkan 
jumlah kelahiran perseribu penduduk dalam suatu periode.

CDR : Crude Death Rate/CDR, Tingkat Kematian Kasar adalah angka 
yang menunjukkan rata-rata kematian  perseribu penduduk 
dalam satu tahun.

Ceteris paribus : keadaan di luar faktor yang dibicarakan  tetap.

Chuo Sangi In  : Dewan Pertimbangan Pusat. Dibentuk sebagai realisasi 
kebijaksanaan partisipasi politik Jepang. Maksudnya memberikan 
peran aktif kepada tokoh-tokoh Indonesia di dalam lembaga 
pemerintahan

Crude Death Rate (CDR) : Angka kematian dihitung dari jumlah  kematian bayi   yang lahir 
dan hidup per seribu bayi dalam satu tahun.

Dampak kependudukan  : Pengaruh kuat yang mendatangkan akibat baik negatif maupun 
positif dari penduduk.

Dataran  : Bentuk muka bumi yang datar

Dataran rendah : Bentuk muka bumi yang datar letaknya di daerah yang 
rendah 

Dataran tinggi : Bentuk muka bumi yang datar letaknya di daerah pegunungan 
dengan ketinggian 0 – 600 m diatas permukaan laut dengan 
ketinggian lebih dari 600 m diatas permukaan laut di mata 
negara-negara lain.

Dinamika penduduk : Perubahan penduduk ditanda tangani pada tanggal 2 September 
1945 oleh Jenderal Douglas Mc Arthur ditandatangani kapitulasi 
penyerahan Jepang pada Sekutu
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Domisili : tempat tinggal

Ekosistem   : Suatu kesatuan fungi yang terdiri dari dari berbagai komponen, 
dimana masing-masing komponen tidak bisa dipisahkan dengan 
komponen lainnya dalam rangka mencapai suatu tujuan.

Expansive  : Berbentuk limas, menunjukkan jumlah penduduk usia muda 
lebih besar, kelahiran tinggi, kematian rendah,sehingga jumlah 
penduduk terus bertambah.

Fatahillah : panglima tentara Demak yang berhasil mengusir Portugis dari 
Sunda Kelapa. Nama Sunda Kelapa kernudian diubah menjadi 
Jayakarta.

Fauna             : dunia binatang

Fauna Asiatis      : fauna yang berasal dari Asia

Fauna Australis   : fauna yang berasal dari Australia 

Feri            : Sejenis kapal bermotor untuk penyeberangan selat antara satu 
pulau dengan pulau lain

Fertilitas : Kelahiran

Flora                  : dunia tumbuhan

Francisacus Xaverius  : rohaniawan Spanyol yang merupakan pendiri Orde Jesuit 
bersama Ignatius Loyolo melakukan kegiatan keagamaan di 
tengah-tengah masyarakat Ambon, Ternate dan Morotai antara 
tahun 1546-1547. 

GFR : General Fertility Rate,  Angka Kelahiran Umum

Harga  : nilai suatu barang yang dinyatakan dalam satuan uang.

Hukum penawaran : hukum yang menggambarkan hubungan antara jumlah barang 
yang ditawarkan dengan harga barang.

Hukum permintaan : hukum yang menggambarkan hubungan antara jumlah barang 
yang diminta dengan harga barang.

Human Development   : Kualitas sumberdaya manusia Indonesia, yang merupakan 
indikator kualitas penduduk Indonesia yang ditunjukkan oleh 
Human Development Index (HDI)  atau IndeksPembangunan 
Manusia (IPM) yang dilihat dari tingkat kesehatan, pendidikan, 
dan pendapatan penduduk.

IMR  : Infan Mortality Rate, Tingkat Kematian Bayi, adalah angka yang 
menunjukkan banyaknya bayi yang meninggal dari setiap 1000 
bayi yang lahir hidup.

Jet foil : Kapal motor dengan kecepatan tinggi untuk penyeberangan 
antar

Keluarga berencana : Suatu upaya mengatur kelahiran dengan  menggunakan alat  
kontrasepsi  

Kepadatan penduduk : Perbandingak antara jumlah penduduk dengan lluas wilayah 
dalam Km2

Kerusakan lingkungan  : Kerusakan dimana unsur-unsur lingkungan atau lebih sudah 
tdak berfungsi  pada suatu ekosistem.       

Koersi : pengendalian yang dilakukan oleh pihak berwenang dengan 
cara paksaan

Index (HDI)

hidup
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Komponen Autotrofik :  makhluk hidup, yaitu tumbuhan yang berhijau daun yang mampu 
membentuk zat organik sebagai bahan makanan melalui proses 
fotosintesis.

Komponen Heterotrofik  : adalah makhluk hidup yang tidak mampu membuat makanan 
sendiri atau dengan kata lain tergantung pada makhluk hidup 
yang lain, contohnya manusia dan binatang.

Komposisi penduduk    : Susunan penduduk berdasarkan kelompok umur dan jenis 
kelamin

Komposisi penduduk :  Susunan penduduk menurut umur dan jenis kelamin

Kompulsi  : pengendalian yang dilakukan dengan cara tanpa kekerasan.

Kondisi fisik  : Keadaan yang berkaitan dengan fenomena geografi secara 

konformitas : perilaku yang menyimpang, tetapi tidak menimbulkan dampak 
negatif bagi kehidupan masyarakat..

Konstruktif  : Bersifat membangun

Lapangan IKADA : Lapangan Atletik Djakarta yang menjadi tempat rapat 
araksasa 

Lingkunan hidup  : Lingkungan hidup merupakan bagian yang tidak bisa dipisahkan 
dari  interaksi antara makhluk hidup dengan lingkungannya. 

Lingkungan Budaya  : abstraksi yang  berwujud nilai, norma, gagasan, dan konsep                                                        
dalam memahami dan menginterpretsikan lingkungan./ hasil 
budidaya manusia

Lingkungan Fisik  : Unsur fisik yang terdapat dalam lingkungan  hidup terdiri 
atas tanah, air, udara, sinar matahari, senyawa kimia dan 
sebagainya. 

Luar Negeri  : Semua negara lain di luar Indonesia, yang membeli barang-
barang ekspor kita dan menjual barang dan jasa yang kita 
impor.

Masalah penduduk :  Berbagai persoalan yang ditimbulkan akibat pertambahan 
penduduk

Melek Huruf :  Berasal dari bahasa jawa artinya bisa baca dan tulis.

Missouri  : nama kapal perang Amerika Srikat. Diatas geladak kapal 
inilah 

Money income  : Jumlah rupiah yang diterima seseorang sebagai penghasilan.

Narkoba  : sejenis obat bius yang sangat berbahaya jika disalahgunakan 
penggunaannya

Nasionalisme  : adalah faham yang berkaitan dengan rasa cinta tanah air . 

Obyek Pajak :  Benda/Barang yang dikenai pajak

Osamu Seirei : Undang-Undang yang dikeluarkan oleh Panglima Tentara 
Keenam Belas, tentara penduduklan Jepang.

Pajak : iuran wajib dari rakyat kepada negara berdasarkan Undang-
Undang yang tidak mendapat kontra prestasi (imbalan) secara 
langsung

Pasar monopoli  : Ini merupakan pasar yang dikuasai atau dilayani oleh satu 
penjual.

Pasar persaingan  : Pasar ini merupakan bentuk perpaduan antara pasar persaingan 
sempurna dengan pasar monopoli. Pasar persaingan monopolistik
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monopolistik mengandung ciri kedua pasar tersebut, yaitu 
adanya unsur persaingan dan monopoli.

Pasar persaingan  : Keadaan pasar di mana ada banyak penjual dan pembeli untuk 
satu macam barang. Disebut sempurna apabila semua pihak 
yang bersangkutan mengetahui benar akan keadaan pasar.

Pasutri  :  Singkatan dari Pasangan Suami Istri

Pati Unus  : disebut juga Pangeran Sabrang Lor. Beliau pernah menyerang 
Portugis di Malaka. Pati Unus melancarkan serangannya pada 
tabun 1512 dan 1513. Serangan ini belum berhasil. Kemudian 
pada tahun 1527, tentara Demak kembali melancarkan serangan 
terhadap Portugis yang mulai menanarnkan pengaruhnya di 
Sunda Kelapa. 

Pelestarian lingkungan  : adalah rangkaian upaya untuk melindungi kemampuan lingkungan 
hidup terhadap tekanan perubahan dan/atau dampak negatif yang 
ditimbulkan oleh suatu kegiatan agar tetap mampu mendukung 
perikehidupan manusia dan makhluk hidup lainnya.

Pembangunan  :  Perubahan jangka panjang; untuk merencanakan pengelolaan dan 
pemanfaatan sumber daya yang mendukung pemba  bangunan 
agar secara berlanjut dapat digunakan dan dimanfaatkan.

Pemerintah  : Baik pusat maupun daerah yang membeli dan menyediakan 
berbagai barang dan jasa yang dibutuhkan masyarakat luas.

Pencacah :  Penghitungan penduduk

Pendidikan Dasar pada  : ELS (Europese Lagerschool) ; HBS (Holandsch Chineeschool); 
masa pergerakan   HIS (Holandsch Inlandshool)
nasional

Pendidikan Tinggi  : Koninklijk Instituut voor Hoger Technisch ondewijs in 

Nederlandsch Indie  : Pendidikan Tinggi Teknik ; Rechtschool : Sekolah Tinggi Hukum 
; GHS (Geneeskundige Hogeschool)

Pendidikan Tingkat  : HBS (Hogere Burger School); MULO (Meer Uitegbreit Ondewijs) 
: AMS (Algemene Middelbarea School)

Perilaku  : tindakan yang dilakukan oleh seorang individu atau sekelompok 
orang.

Perjanjian Bongaya  : perjanjian yang terpaksa ditandatangani Hasanuddin pada 
tanggal 18 November 1667. isinya sangat merugikan masyarakat 
Gowa.

Persuasif : pengendalian terhadap gangguan atau penyimpangan dengan 
mendekati pihak-pihak yang menyimpang tanpa kekerasan.

Pervasif  : cara mensosialisasikan norma-norma secara berulang-ulang 
dengan harapan menadi terinternaslisasi dalam diri individu.

Piagam Jakarta  : Rumusan yang dihasilkan Panitia Sembilan pada tanggal 22 Juni 
1945. Untuk menindaklanjuti usulan-sulan dari sidang BPUPKI, 
dibentuklah Panitia kecil yang diketuai oleh Ir. Soekarno. Panitia 
ini dikenal sebagai Panitia Sembilan. Sebagai ketuanya Ir. 
Soekarno. Anggota-anggotanya adalah Drs. Moh. Hatta, Mr. 
Moh Yamin, Mr. Ahmad Subarjo, Mr. A.A. Maramis, Abdulkadir 
Muzakir, Wakhidd Hasyim, H. Agus Salim, dan Abikusno 
Cokrosuyoso. 

sempurna

hidup

berkelanjutan

menengah

(Jakarta Charter)
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Piramida penduduk : Bentuk grafik penduduk yang menyerupai pyramid yang ada di 
Mesir

Piramida : Grafik penduduk yang berbentuk piramid

Politik Etis  :  politik hutang budi. Melalui sebuah kritikan, van Deventer 
mengemukakan bahwa pemerintah Belanda dianggap telah 
berhutang budi kepada rakyat Indonesia dengan demikian harus 
dibayar/dibalas dengan peningkatan kesejahteraan melalui 
gagasannya yang terkenal dengan “Trilogi van Deventer”  yakni 
emigrasi, irigasi dan edukasi (pendidikan).

PPKI   : Panitia Persiaipan Kemerdekaan Indonesia (PPKI), atau 
dalam bahasa Jepang Dokuritsu Junbi Inkai. Tugas PPKI 
adalah melanjutkan tugas BPUPKI dan untuk mempersiapkan 
Kemerdekaan Indonesia.  Ketua PPKI adalah Ir. Soekarno, 
sedangkan wakilnya Drs. Moh. Hatta.

Preventif  : Usaha mencegah terjadinya penyimpangan atau gangguan 
ketertiban dalam masyarakat

primer  : utama, pokok,  dasar, awal.

Real income  : Jumlah barang dan jasa yang dapat dibeli seseorang dengan 
penghasilan uang yang diterimanya ; penghasilan seseorang 
yang dinyatakan dalam bentuk barang dan jasa

Regestrasi  : Upaya  memperoleh jumlah penduduk dengan melakukan 
pendaftaran penduduk

Regulerend :  mengatur

RTK (Rumah Tangga  : Atau para konsumen yakni seluruh anggota masyarakat yang 
membeli barang dan jasa untuk dikonsumsi, dan menyediakan 
sumber-sumber daya atau faktor-faktor produksi untuk dunia 
usaha.

RTP (Rumah Tangga   : Atau para produsen, yakni seluruh warga masyarakat baik 
secara perseorangan maupun organisasi menjalankan fungsi 
produksi atau menghasilkan dan menjual barang dan jasa yang 
dibutuhkan oleh masyarakat, dan membayar balas jasa atas 
faktor-faktor produksi yang digunakan.

sekunder : ke dua, turunan 

Selera  : kenginan/kesukaan konsumen terhadap suatu barang.

Self Assessment System : sistem evaluasi diri, refleksi diri

Sensus  : Pencacahan/ penghitungan penduduk

Sex Ratio :  Perbandingan antara jumlah penduduk laki-laki untuk setiap 
100 penduduk perempuan.

sistem Benteng Stelsel  :  strategi pasukan belanda untuk menundukkan perlawanan 
Pangeran Diponegoro dan perlawanan Kaum Padri. Sistem 
Benteng Stelsel dapat digambarkan sebagai berikut;  setiap 
daerah yang sudah berhasil diduduki Belanda, dibangun 
benteng pertahanan. Dari benteng yang satu ke benteng yang 
lain ditempatkan atau dihubungkan dengan pasukan gerak 
cepat. Tujuan dari strategi benteng stelsel untuk mempersempit 
ruang gerak pasukan musuh.

Sistem campuran  :  Sistem perekonomian yang ditandai dengan kepemilikan 
sebagian sumber daya oleh swasta (pasar) dan sebagian lagi 

Konsumen)

Produsen)




